BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 2 1 TAHUN 2014

/ TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tzhun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

. Dairi  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Dairi;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Dairi dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korunsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

* Indonesia Nomor 4286);

)l 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
0 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); _

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nompr 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); :

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor'2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

=



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); '

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indcnesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006/ tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan *Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

0. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok . Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor
08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor

130};
/
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MEMUTUSKAN :

Menctapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.

Bupati adalah Bupati Dairi.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan,
serta penginterpretasian atas hasilnya.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi
judul, nomor dan tanggal efektif.

7. Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat KAPD adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah
Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan APBD.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
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pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan
berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas
dana berbasis akrual.

14. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi¢e dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setira kas diterima atau
dibayar.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
SKPD, PPKD dan SKPKD dalam pelaksanaan kebijakan
akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur

penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD, PPKD
dan SKPKD dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

(1) KAPD menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2) KAPD terdiri atas :

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun. ‘

(3) Kebjjakan akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

(4) Kebijakan  akuntansi akun mengatur definisi,
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :

a. pemilihan  metode  akuntansi atas kebijjakan
akuntansi dalam SAP; dan
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(1)

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
dalam SAP. ‘

Pasal 5

SKPD dan PPKD dalam melaksanakan kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib menyusun laporan
keuangan yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Operasional,

c. Laporan Perubahan Ekuitas;

d. Neraca; dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan

SKPKD dalam melaksanakan kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib menyusun dan
menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran;

. Laporan Pcrubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca,;

. Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

. Catatan atas Laporan Keuangan
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Pasal 6

(1) Dalam rangka menyusun laporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD dan PPKD
serta SKPKD wajib mempedomani kebijakan akuntansi
akun.

(2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari :
penyajian laporan keuangan;
pendapatan;
beban dan belanja;
transfer;
pembiayaan,;
kas dan setara kas;
piutang; '
persediaan,;
investasi;
aset tetap dan penyusutan;
konstruksi dalam pengerjaan;
dana cadangan;

. aset lainnya,;
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kewajiban;

koreksi kesalahan;

penyajian kembali (restatement) neraca; dan
laporan keuangan konsolidasian.
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Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari KAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2), tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
1 Januari 2015.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tetap berlaku
sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalghg,
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Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Qesember~ 201y

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

J

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 2.1



